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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan Negara Hukum. Untuk menjamin 

kelangsungan keseimbangan hubungan antara anggota masyarakat, 

diperlukan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan 

ketertiban dalam masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang. 

Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi masih 

banyak pelanggaran-pelangaran yang dilakukan oleh lapisan-lapisan 

masyarakat. Apalagi jika tidak ada peraturan hukum. Termasuk 

fenomena pergantian kelamin. Seiring perkembangan teknologi dan 

perkembangan zaman, banyak orang melakukan operasi ganti kelamin 

baik untuk kepentingan kesehatan ataupun hanya mengikuti trend 

menyebabkan pro dan kontra diantara masyarakat dalam menyikapi 

pergantian kelamin dikarenakan belum adanya hukum yang mengatur 

khusus tentang diperbolehkan atau tidaknya berganti kelamin. Akan 

tetapi, walaupun terjadi kekosongan hukum, berdasarkan Pasal 10 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk ke 

pengadilan. Lantas, bagaimana hakim menggunakan hukum dalam 

mempertimbangkan putusannya? 

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) 

dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. 

Kerangka teoritik yang digunakan adalah teori pertimbangan hakim 

meliputi teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu 

cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka yang ada. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun belum ada 

aturan hukum yang khusus mengenai pergantian kelamin tetapi hakim 

harus bisa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum. 

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengabulkan 

permohonan pergantian kelamin hanya mempertimbangkan hukum 

positif saja, sedangkan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam 

mengabulkan permohonan pergantian kelamin tidak hanya 

mempertimbangkan hukum positif saja akan tetapi juga menggunakan 

hukum Islam dan fatwa-fatwa MUI. Dalam konteks maslahah, baik 

hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun hakim Pengadilan 

Negeri Boyolali, keduanya mempertimbangkan masalahah atau 
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manfaat bagi pemohon berganti kelamin. Adapun permohonan 

pergantian kelamin di pengadilan ternyata dimohonkan setelah operasi 

kelamin dilakukan sehingga fungsi pengadilan hanya sebagai legalitas 

formal terhadap praktik pergantian kelamin. Seharusnya jika hukum 

mempunyai fungsi sebagai rekayasa agar perilaku warga tertib dan 

sesuai dengan nilai guna kesehatan, maka fungsi pengadilan bisa 

melakukan penilaian apakah pergantian kelamin secara hukum itu bisa 

diterima atau tidak.   

 

Kata Kunci : Ganti Kelamin, Hukum, Pertimbangan Hakim. 
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ABSTRACT 

 Indonesia is a legal state. To ensure the continuity of the 

balance of relations between the citizen, legal rules are needed that 

aim to create order within the community as stipulated in the Law. 

Although it has been regulated in the Law, there are still many 

violations carried out by layers of society. Especially if there are no 

legal regulations. Including the phenomenon of transsexual. Along with 

the development of technology and the times, many people carrying out 

sex reassignment operations for the sake of health or just follow the 

trend causing pro and contra among the community in responding to 

transsexual due to the absence of laws specifically regulating whether 

or not to transsexual. However, even though there is a legal vacuum, 

based on Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 

concerning Judicial Power, the judge may not reject the case that goes 

to court. So, how do judges use the law in considering their decisions? 

This type of research is library research by making library 

materials as the main data source. The theoretical framework used is 

the theory of judges' consideration which includes the theory of legal 

certainty, the theory of justice, and the theory of expediency. While the 

approach theory used is normative juridical, namely the method used in 

legal research conducted by examining existing library materials. 

The results of this study indicate that although there are no 

specific legal rules regarding transsexual, the judge must be able to 

explore, follow, and understand legal values. Yogyakarta District Court 

judges in granting transsexual requests only consider positive law, 

while Boyolali District Court judges in granting transsexual requests 

not only consider positive law but also use Islamic law and MUI 

fatwa’s. In the context of Maslahah, both Yogyakarta District Court 

judges and Boyolali District Court judges, both considered problems or 

benefits for applicants to transsexual. As for the transsexual request in 

the court it turned out to be requested after the sex operation was 

carried out so that the function of the court was only as a formal 

legality towards the practice of transsexual. Supposedly if the law has a 

function as an engineering so that the behavior of citizens is orderly 

and in accordance with the value of health, then the function of the 

court can assess whether the transsexual is legally acceptable or not. 

Keywords: Transsexual, Law, Consideration Of The Judge. 
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MOTTO 

“COBALAH UNTUK TIDAK MENJADI ORANG SUKSES, 

MELAINKAN MENJADI ORANG YANG BERHARGA” 

-ALBERT EINSTEIN- 

“BERUSAHA DAN BERDO‟A” 

-JACQUELINE LETICIA LATIFA- 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 S ā’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

Ji ج  m J Je 

 ā’ ḥ   ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Khā’ Kh ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Z āl ẑ ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Rā’ R Er ر

 Za i Z Zet ز

Si س  n S Es 

Syi ش  n Sy es dan ye 

 Sād ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dād ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 T ā’ ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Z ā’ ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ
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 Fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nu N N ‘en ن

Wa و  wu W W 

 Hā’ H Ha هـ

̀  Hamzah ء Apostrof 

 Yā’ Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta„addidah مـتعدّدة

 Ditulis „iddah عدّة

 

C. Ta ’ marbu    ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis H i  ah حكمة

 Ditulis „illah علّـة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dii uti dengan  ta sandang „al‟ sert bacaan  edua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كرامةالأونيبء

 

3. Bila ta/marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis  a āh al- i ri زكب ي انفطر
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D. Vokal pendek  

-----َ-- Fathah Ditulis A 

 Fathah Ditulis  a‘ala فعَم

-----ِ-- Kasrah Ditulis I 

 Kasrah Ditulis  ukira ذُكر

-----ُ--  ammah Ditulis U 

 ammah Ditulis ya habu  يَرهب

 

E. Vokal panjang 

1  a  ah   ali  Ditulis Ā 

 Ditulis Jāhiliyyah جبههـيّة  

2  a  ah   yā’ ma i  Ditulis Ā 

 Ditulis Tansā تَـىسي  

3  asrah    a’ ma i Ditulis   

 Ditulis  ar m كريـم  

4  ammah    āwu mati Ditulis   

   Ditulis  ur فروض  

 

F. Vokal rangkap 

1  a  ah   yā’ ma i Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بـيىكم  

2  a  ah    āwu mati  Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول  

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan 

dengan apostrof 

 Ditulis A’an um أأوـتم

  Ditulis U‘idda عدّتاُ

 Ditulis La’in sya ar um نئه شكرتـم
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H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyh ditulis dengn menggunkan huruf 

“I”. 

 Ditulis Al-Qur’ān انقرأن

 Ditulis Al-Qiyās انقيبس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan 

huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samā انسّمبء

 Ditulis Asy-Syams انشّمس

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

   Ditulis  a   al- ur ذوى انفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهم انسّـىّة

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan 

terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-

Qur‟an, hadis,  azhab, syariat, lafaz. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah 

dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal 

dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish 

Shihab, Ahmad Syukri Soleh 

4. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, 

misalnya Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah 

mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena 

berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa 

seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus 

dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan 

kepatuhan pada kaedah-kaedah hukum.
1
 Untuk menjamin 

kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota 

masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas 

kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat. Untuk 

menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung 

terus dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, maka 

peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh 

bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. 

Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian 

hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan 

pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.
2
 

Hukum mempunyai tujuan pokok yaitu menciptakan 

tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam 

                                                           
1
 Sudikno Mertokusuma, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 1996), hlm. 39. 
2
 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum 

Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 36. 
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masyarakat, maka kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam 

mencapai tujuannya tersebut, hukum bertugas membagi hak dan 

kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi 

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta 

memelihara kepastian hukum.
3
 

Akan tetapi, walaupun sudah ada hukum yang mengatur 

masih banyak lapisan-lapisan masyarakat yang melakukan 

pelanggaran. Dimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata dikenal 

dengan perbuatan melawan hukum yang memuat ketentuan 

sebagai berikut: “Setiap perbuatan melanggar hukum yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 

arena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut.” Perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui 

jalur pengadilan atau luar pengadilan.   

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, 

hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya 

persidangan saja, sehingga para pihak yang berperkara menaati 

aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan 

hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan 

berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau 

materiil yang akan diterapkan atau di toepassing perkara yang 

disengketakan para pihak.
4
 

                                                           
3
Ibid, hlm. 64. 

4
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), hlm. 820. 



3 

 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakimanyang berbunyi
5
 “Pengadilan 

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus  

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada 

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya.” Dan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang berbunyi
6
 “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.”  

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dari itu hakim harus 

memeriksa, wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan 

materiil yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa 

terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dan dalam 

penyelesaian sengketa, hakim tidak boleh berdasarkan pada 

perasaan atau pendapat subjektif hakim sendiri tetapi harus 

berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam 

masyarakat.
7
 

Para hakim bukanlah legislator, karena tugasnya adalah 

melakukan ajudikasi (ajudication) atau memeriksa dan 

mengadili. Tugas dalam membuat undang-undang itu ada dalam 

ranah legislasi. Kendati demikian pada akhirnya hakimlah yang 

menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang itu. 

                                                           
5
 Pasal 10 ayat (1). 

6
 Pasal 28 ayat (1). 

7
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 821. 
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Hakim memang harus memutus berdasarkan hukum, tetapi 

sesungguhnya ia tidak hanya mengeja teks undang-undang, 

melainkan memutuskan apa yang tersimpan dalam teks tersebut. 

Seperti yang dikatakan oleh Dworkin, memutuskan hukum itu 

tidak dilakukan dengan membaca teks (textual reading), 

melainkan menggali moral dibelakangnya (moral reading). 

Dengan demikian, hakim juga sesungguhnya membuat hukum 

pada tingkatan yang lebih tinggi.
8
 

Menurut adagium curia novit jus, hakim dianggap tahu dan 

memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim berwenang 

menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan 

(toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang 

menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara 

dalam konkreto.
9
 Adagium curia novit jus pada dasarnya hanya 

teori dan asumsi. Dalam kenyataannya anggapan itu keliru, 

karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim, tidak 

mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan 

kompleks. Namun, adagium itu sengaja dikedepankan untuk 

mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar 

mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan 

di luar hukum.
10

 

                                                           
8
 Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 4. 
9
 R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1993), hlm. 83. 
10

 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 821. 
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Salah satu kasus praktik peradilan di Indonesia yang mana 

hakim harus menemukan hukum baru adalah kasus Thio Wi Kun 

dalam permohonan pergantian kelamin di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta dan Nuri Wiyarti dalam permohonan pergantian 

kelamin di Pengadilan Negeri Boyolali. Dalam penetapan 

permohonan pergantian kelamin di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta ada yang janggal. Karena pemohon tidak mempunyai 

cacat kelamin yang mengharuskan melakukan operasi perbaikan 

kelamin. Sedangkan kasus yang di Pengadilan Negeri Boyolali 

anak pemohon menderita cacat kelamin atau mempunyai alat 

kelamin ganda. Kasus ini membuka kotak pandora kelemahan 

hukum dalam mengadopsi apa yang terjadi dalam masyarakat, 

khususnya pergantian kelamin.  Kasus ini ditinjau dari segi 

hukumnya merupakan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan masyarakat, karena peristiwa pergantian 

kelamin ini merupakan persoalan baru atau persoalan yang cukup 

kontroversi dalam masyarakat dan belum diatur oleh undang-

undang. Padahal eksistensi tentang pengaturan pergantian 

kelamin sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kekosongan 

hukum tersebut menyebabkan dunia peradilan Indonesia 

membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Undang-undang hanya 

mengenal istilah laki-laki atau perempuan. Kepentingan 

persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang 

ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin. 

Pada umumnya Tuhan menciptakan manusia sebagai 

makhluk hidup terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan 
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perempuan. Laki-laki mempunyai alat kelamin yang disebut penis 

dan perempuan dengan vagina dan mempunyai payudara. Akan 

tetapi, dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan 

perkembangan teknologi, banyak orang-orang yang melakukan 

operasi ganti kelamin. Baik untuk memenuhi kepentingan 

kesehatan atau hawa nafsu dan trend masa kini.  

Kasus seperti ini masih menjadi kontroversi dalam 

masyarakat karena melakukan operasi pergantian kelamin sama 

saja tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberi oleh Tuhan. 

Disisi lain juga, tidak adanya hukum yang mengatur secara jelas 

tentang diperbolehkan atau tidaknya melakukan operasi ganti 

kelamin. Akan tetapi, pergantian kelamin disinggung sebagai 

peristiwa penting lainnya dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah 

diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Pasal 56 ayat 

(1). Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dalam 

penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk yaitu“peristiwa yang 

ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi 

Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”
11

 

Dengan demikian penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk sebuah penulisan skripsi dengan judul 

“PERTIMBANGAN  HUKUM  PERGANTIAN KELAMIN (STUDI 

                                                           
11

 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(UU Adminduk). 
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PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 

517/pdt.P/2012/PN. Yk DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI 

BOYOLALI NO. 54/pdt.P/2015/PN.Byl)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah tinjauan hukum pertimbangan hakim dalam 

menetapkan permohonan pergantian kelamin pada Penetapan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/pdt.P/2012/PN.Yk 

dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 

54/pdt.P/2015/PN.Byl? 

2. Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan atau 

mengabulkan permohonan pergantian kelamin mengutamakan 

maslahah bagi pemohon? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan 

Hakim dalam menetapkan atau mengabulkan permohonan 

pergantian kelamin pada Penetapan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta No. 517/pdt.P/2012/PN.Yk dan Penetapan 

Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/pdt.P/2015/PN.Byl.  

2. Untuk mengetahui apa saja konteks maslahah yang digunakan 

hakim dalam menetapkan permohonan pergantian kelamin 
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pada Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 

517/pdt.P/2012/PN.Yk dan Penetapan Pengadilan Negeri 

Boyolali No. 54/pdt.P/2015/PN.Byl. 

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak 

dicapai dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni: 

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta 

bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi 

sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum 

pada umumnya dan memberikan informasi mengenai 

pertimbangan Hakim dalam menetapkan atau mengabulkan 

permohonan pergantian kelamin.  

2. Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca dan 

masukan bagi Hakim dalam mempertimbangan penetapan 

permohonan pergantian kelamin guna menciptakan dan 

menerapkan suatu penetapan yang adil.  

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini dibuat untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada 

sebelumnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema 

yang sedang dikaji. Telaah pustaka dilakukan terhadap karya 

yang ada di UIN Sunan Kalijaga dan di luar UIN Sunan Kalijaga. 

Skripsi Qoiriah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di 

Pondok Pesantren Al-Ishlah Nahdhotul Muslimin Desa Karya 

Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk 
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Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa ada 

tiga istilah atau bentuk operasi kelamin dalam dunia kedokteran, 

yakni operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan kelamin, 

operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu 

jenis organ kelamin, dan operasi penggantian jenis kelamin.Para 

kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin 

memberikan hukum boleh (mubah) untuk operasi kelamin yang 

tujuannya untuk perbaikan atau penyesuaian atau memperjelas 

salah satu kelamin (yang dalam hal ini dipilih organ kelamin yang 

lebih dominan), dan hukum haram untuk pelaku operasi 

penggantian kelamin yang memiliki kelamin normal dan tidak 

ada kecacatan yang tampak dari padanya.
12

 

Skripsi Muflika Nur Hajar Aswad dengan judul “Kajian 

Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri tentang 

Penetapan Status Kelamin Seseorang yang Berkelamin Ganda”. 

Skripsi ini membahas tentang dasar hukum yang digunakan 

hakim yakni 2 (dua) alat bukti, hakim juga dibantu oleh 

keterangan ahli untuk memberikan kepada hakim tentang 

pengetahuan yang lebih mendalam tentang hal-hal konkrit yang 

berkaitan dengan perkara yang  diadili oleh hakim itu seperti  ahli 

                                                           
12

 Skripsi Qoiriah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin 

Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Ishlah Nahdhotul 

Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku 

Induk Provinsi Sumatera Selatan” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga, 2012. 
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medis  maupun psikolog untuk memberikan keterangan yang 

berkaitan dengan Ambiguous genetalia.
13

 

Skripsi Reni Asmawati dengan judul “Hukum dan 

Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam 

Penetapan Pengadilan”. Skripsi ini menghasilkan dan 

menyimpulkan bahwa dalam menentukan jenis kelamin 

seseorang harus mempertimbangkan 5 aspek. Hakim dalam 

penetapan PN Boyolali dan PN Yogyakarta sama-sama 

mempertimbangkan 2 aspek.
14

 

Skripsi Faqih Rizaldi dengan judul “Pertimbangan Hakim 

Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin 

(Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM”. Skripsi ini 

menghasilkan bahwa dengan memahami tujuan syari’ah dan 

meninjau pendapat para Ulama serta prinsip dan perundang-

undangan HAM akan menentukan boleh tidaknya operasi ganti 

kelamin.
15

 

Skripsi Yondri Isral dengan judul “Kajian Yuridis 

Mengenai Operasi Pergantian Kelamin dalam Perspektif  Hukum 

Positif Indonesia”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa operasi 

                                                           
13

Skripsi Muflika Nur Hajar Aswad, “Kajian Yuridis Terhadap 

Keputusan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang 

yang Berkelamin Ganda” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin 

Makassar, 2016. 
14

Skripsi Reni Asmawati, “Hukum dan Pergantian Kelamin: Studi 

Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan” Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
15

Faqih Rizaldi “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan 

Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum 

Islam dan HAM”Skripsi Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang, 2014. 
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pergantian jenis kelamin yang dilakukan transeksual adalah 

dilarang dan haram hukumnya dalam Islam karena dianggap 

merubah ciptaan Allah.
16

 

 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan 

teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan 

memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan 

hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan pemilihan 

satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan 

dalam satu bangunan teori yang utuh.
17

 

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam memutus putusan atau penetapan, ada teori-teori 

yang digunakan oleh Hakim. Adapun perbedaan putusan 

dengan penetapan yaitu putusan adalah putusan hakim yang 

berkekuatan tetap bertujuan untuk menyelesaikan perkara 

atau sengketa antara para pihak. Sedangkan penetapan adalah 

keputusan pengadilan atas perkara permohonan misalnya 

penetapan dalam pergantian nama, dan pergantian kelamin.
18

 

Ada beberapa teori dasar pertimbangan hakim yaitu: 

                                                           
16

Yondri Isral “Kajian Yuridis Mengenai Operasi Pergantian Kelamin 

dalam Perspektif  Hukum Positif Indonesia” Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Andalas, 2015. 
17

 Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas 

Syari’ah Press, 2009), hlm. 4. 
18

 http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-

dan-penetapan.html?m=1. Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2018 Pukul 

18.35WIB. 

http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html?m=1
http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html?m=1
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a. Teori Kepastian Hukum  

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa 

segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus 

diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat 

berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum 

pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam 

perundang-undangan harus diproses dalam sistem 

peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum. 

b. Teori Keadilan 

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan 

hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori 

keadilan hukum dan juga harus melihat  fakta kongkret 

dalam persidangan. Peranan hakim dalam menentukan 

suatu  kebenaran melalui proses peradilan tidak lain 

adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya 

kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat  putusan 

dan di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang 

ditegaskan bahwa  untuk menemukan kepastian, 

kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak  dalam 

apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak 

pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan 

sampai eksekusinya. 

c. Teori Kemanfaatan 

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila 

dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan 
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terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi 

dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan 

norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi 

hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen 

masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan 

hakim dengan melihat segi kemanfaatan  maka terdakwa 

tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan 

tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak 

mengulangi perbuatannya.  

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

(library research)
19

, yakni penelitian yang menjadikan bahan 

pustaka sebagai sumber data utama. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat studi komparatif, yaitu penelitian untuk 

membandingkan persamaan dan perbedaan dari data-data 

yang diperoleh secara rinci mengenai penetapan Hakim 

Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/pdt.P/2012/PN.Yk 

dan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/Pdt.P/2015/PN.Byl 

tentang pergantian kelamin yang kemudian akan dianalisis 

dan diambil kesimpulan.  

 

 

                                                           
19

 Anton Baker, Metode-metode Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1994), 

hlm. 10. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam memahami dan 

mendekati obyek penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif. Yang dimaksud pendekatan yuridis 

normatif adalah metode atau cara yang digunakan dalam 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka yang ada.
20

 

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah 

penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum 

obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan 

penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua 

penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan 

untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).
21

 

4. Sumber Data 

Hakikatnya penelitian mendasarkan sumber datanya 

pada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer, meliputi: 

1) Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

1992tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik 

                                                           
20

 Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif 

Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2009), hlm. 13-14. 
21

 Hardjian Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: 

Bagaimana?”.(Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 

Volume V No. 3 Tahun 2006), hlm.50. 
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Indonesia Tahun1992 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor. 3495,Pasal 37 ayat (2), 

3) Peraturan-Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang 

PelaksanaanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 

dan 82, 

4) Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2006 Tentang 

Kesehatan 

5) Al-Qur’an dan Hadist, 

6) Fatwa MUI. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian 

yang diambil dari studi kepustakaan. Data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu Penetapan HakimPengadilan Negeri 

Boyolalidan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data primer yang berupa Al-Qur’an dan 

Hadist, Fatwa MUI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, 

Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, 

Peraturan-Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, dan data 

sekunder yang berupa penetapan hakim Pengadilan Negeri 

Boyolali dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Yang 

kemudian dengan cara dicari, di inventariskan, dipelajari, 

dianalisa dan disimpulkan oleh Penulis. 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penulis 

menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk 

mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dilakukan 

analisis terhadap data tersebut. Data yang telah terkumpul 

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, 

yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan 

umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan 

menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional). 

Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana 

pertimbangan Hakim dalam menetapkan atau mengabulkan 

pergantian kelamin.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Guna mempermudah penulisan skripsi ini, maka akan 

disusun secara sistematis agar mendapatkan hasil penelitian yang 

kronologis dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 

BAB I yaitu pendahuluan, yang mana terdiri dari: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian (jenis penelitian, 

sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, analisis 

data) dan sistematika pembahasan. 

BAB II yaitu tentang tinjauan umum tentang pergantian 

kelamin, meliputi istilah-istilah pergantian kelamin dan 

pengertian pergantian kelamin. 



17 

 

BAB III yaitu penetapan hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Boyolali. 

BAB IV berisi tentang analisis landasan hukum 

pertimbangan hakim dalam menetapkan atau mengabulkan 

permohonan pergantian kelamin. 

BAB V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

dari penyusun skripsi. 

 

 

 

 



95 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

penyusun uraikan pada bab sebelumnya dalam skripsi yang 

mengangkat judul “Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin 

(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 

517/pdt.P/2012/PN.Yk dan Penetapan Pengadilan Negeri 

Boyolali No. 54/Pdt.P/2015/PN.Byl), maka penyusun dapat 

memberi kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Dasar pertimbangan hukum permohonan pergantian kelamin 

oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan 

Negeri Boyolali secara yuridis adalah Pasal 5 ayat (1) dan 

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman. Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, 

hakim dalam mengabulkan permohonan kurang 

mempertimbangkan aspek medis. Karena berdasarkan 

keterangan pemohon, alat bukti, saksi dan saksi ahli, tidak ada 

unsur fisik yang sebenarnya  mengharuskan pemohon 

berganti kelamin. Sedangkan pada Pengadilan Negeri 

Boyolali, berdasarkan keterangan pemohon, saksi, saksi ahli 

dan alat bukti sangat memperlihatkan bahwa anak pemohon 

mengalami cacat kelamin yaitu alat kelamin ganda, bukti 

pemeriksaan medis pun menyimpulkan bahwa kromosom 

anak pemohon lebih mengarah kepada alat kelamin laki-laki. 

Selain itu, hakim Pengadilan Negeri Boyolali 
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mempertimbangkan hukum islam karena yang sudah jelas 

mengatur hukum pergantian kelamin. 

2. Dalam konteks maslahah atau manfaat, pada Penetapan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta konteks kemaslahatannya 

untuk status hak dan kewajiban. Sedangkan Penetapan 

Pengadilan Negeri Boyolali kemaslahatan untuk akibat 

hukum terkait dengan hukum waris, perubahan identitas data 

kependudukan atau data lainnya, dan meningkatkan kwalitas 

kesehatan serta untuk menjamin kedudukan/status anak 

tersebut kelak di kemudian hari. Konteks kemaslahatannya 

ditinjau setelah melakukan operasi ganti kelamin bukan 

mempertimbangkan alasan manfaat mengapa pemohon 

berganti kelamin. 

3. Pada praktiknya, permohonan pergantian kelamin di 

pengadilan ternyata dimohonkan setelah operasi kelamin 

dilakukan sehingga fungsi pengadilan hanya sebagai legalitas 

formal terhadap praktik pergantian kelamin. Jika hukum 

mempunyai fungsi sebagai rekayasa agar perilaku masyarakat 

tertib dan sesuai dengan nilai guna kesehatan, norma agama, 

etika dan moral, maka seharusnya fungsi pengadilan bisa 

melakukan penilaian apakah pergantian kelamin secara 

hukum itu bisa diterima atau tidak. Karena hukum bertujuan 

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. 
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B. Saran 

1. Hukum positif dan Hukum Islam perlu ditegakkan bersama-

sama untuk mencapai keseimbangan hidup bernegara dan 

beragama. 

2. Masalah transeksual adalah masalah yang relaif baru yang 

akan terus berkembang, maka diperlukan kajian-kajian lebih 

mendalam yang melibatkan semua disiplin ilmu. Dengan 

demikian, akan bisa diharapkan menghasilkan kebijakan-

kebijakan baru yang lebih tepat. 

3. Karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman 

semakin banyak yang ingin operasi berganti kelamin atau 

menyempurnakan alat kelamin, dan oleh karena saat ini 

belum ada hukum yang mengatur khusus tentang  pergantian 

kelamin, maka diharapkan segera dibuat hukum atau aturan 

baru untuk pergantian kelamin agar tidak terjadi kekosongan 

hukum dan tidak menjadi pro dan kontra dalam  masyarakat. 

Dan agar jelas bagaimana hukum operasi pergantian kelamin 

sebenarnya. Apakah pergantian kelamin dilegalkan di 

Indonesia. Karena pada prakteknya saat ini permohonan 

pergantian kelamin di pengadilan bukan untuk menentukan 

diizinkan atau tidaknya berganti kelamin, akan tetapi sudah 

dilakukan operasi ganti kelamin, baru kemudian untuk 

mengganti semua identitas, mengajukan permohonan 

pergantian kelamin di pengadilan.  
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Q.S. An-Nisa 

(4) : 119 

Aku (iblis) pasti akan 

menyesatkan mereka 

(manusia), membuai mereka 

dengan angan-angan kosong, 

dan menyuruh mereka agar 

memotong telinga hewan 

ternak, serta menyuruh mereka 

untuk merubah ciptaan Allah. 

Dan barang siapa menjadikan 

syaitan sebagai pelindungnya 

selain Allah, maka ia benar-

benar merugi luar biasa. 

Syaitan itu memberi janji-janji 

dan angan-angan kepada 

mereka, padalah syaitan hanya 

menjanjikan tipuan bagi 

mereka. 
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